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BUPATIKAUR 
PROVINSI BENGKUL1J 

PERATURAN J3UPATI KAUR 
NOMOR : 3 'J TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH .KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUB.AN YANG MAHA ESA 

lJUPATI KAUR. 

• Menunbang a. bahwa d:alam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat, Pemer.intah Kabupate.n Kaur 
perlu menjalin kerja sama antar daerah ma,upun kerja san1a 
dengan pihak ketiga serta pihak Juar ncgcri; 

• 

Merlgingat 

b. bahwa berdasarka_o pertimbangan sebagaima na dirr1aksud 
dalam hun.tf a perlu menet.apkan Peraturan Bupati tent.ang Tata 
Cara Kerja Sama Pemcrintah Kabupaten Kaur; 

1. Undartg-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tenlang Pembcntukan 
Prov.insi Bengkul,u (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoncsia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupa.ten Mukomuko, l{abupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia 
'fahun 2003 .Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembarao Negara Republik [ndonesia 
Nomor 5587) sebagaiina.na telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
l1;1donesia Tahun 2015 Nomor 58, Trunbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tE:rttang 
Pengelolaan Keuangan Daerab; 

5. Pecatu:ran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tat:{l cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 

6. Peraluran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lentang P~ngadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 
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Menetapkan 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaaa Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab; 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tent!;l.ng 
Pedoman Teknis Pengelolaa.11 Barang Milik Daerah; 

9 . Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 22 Tabun 2009 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 23 Tahun 2009 tent'.ang 
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan l(erja Sama Ancar 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

KERJA SAMA DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dhnaksud dengan : 
L Daerah adalah Daerah K11bupaten Kaur. 
2. Bupati adalah Bupati Kaur. 
3. l{erja Sama Antar Daerah yang selaojutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan 

antara Gubcmur dengan Gubemur atau Gubemur dengnn Bupati/Wal:ikota 
atau antam. Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara 
tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. 

4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang sela:njutnya disingkat KSPK 
adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan 
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, 
dan badan hukum. 

5. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah 
diluar negeri, Perserika:tan Bangsa -bangSf.) termasuk Badan-badannya dan 
Organisasi/Lembaga lnternasional lainnya, Orgauisasi/Lembaga Swadaya 
Masyarakat diluar negeri serta Badan Ui.aha Milik Pernerintah Nega.ra/ Negara 
Bagian/Daerah diluar .negeri dan swasta diluar ncgeri. 

6. Badan Hukum adalah perui.ahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri Jainnya 
yang berbaclan hukum. 

7. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sela.njutnya disingkat TKKSD adalah lim 
yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam 
menyiapkan kerja sama daerah. 

8 . Tim Teknis adalah tiJn yang d:ibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD 
dalam melaksana.kan persiapan kerja sar:na daerah. 
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BAB U 
RUANO LINGKUP 

Pasal2 

Ruang lingkup to.ta cara pclaksanaan kerja :s~a daerah meliput 
a . tata cara pelaksanaan kerja sama .antar daerah; 
b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketigi 
C·. ta.La cara pelaksanaan kerja sama daerah. de!lgcm pihak luar 1 

BABW 
TATA CARA KERJA SAMA 

Paaal 3 

(1) Tata cara pelaksanaan k.erja sama daerah meliputi: 
a. tata cara pelaksanaain kerja sarn.a antar daerah; 
b. tata cara pelaksanaan kerja sama daera.h dengan pihak kc 
c. tata cam pelaksa.naan kerja sarna daerah dengan pihak lu 

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana di±naksud pada ayat (1) h 
dilakukan melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. penawaran; 
c. penyiapan kesepakatan; 
d. penandatanganan kesej:>akatan; 
e. penyiapan perjanjian; 
f. penandata!lganan perjanjian; dan 
g. pelaksanaan. 

(3) Uraian tahapan tata cara kerja :sama sebagaima:na dimalc 
tercanlum dalam Lamp:iran yang merupakan bagian tidak 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa14 

(1) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dilakukan melalui tahapan: 
a. penjajakan; 
b. perundingan; 
c. perumusan naskah; 
d. pcnerimaan dan pemara.fan; 
e. penandatangan; 
f. penerimaan persetujuan; 
g. penyimpanan naskah; dan 
h. pelaksanaan. 

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 11) 
dengan ketentuan peraturao· perundang-undangan. 

BAB IV 
TIM KOORDINASI KERJA SAKA DAERAH 

Pasal 5 

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daeral: 
menyiapkan kerja sarna daerah. . 

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ~empunyru tu?2 
a. mdakukan inven i.arisasi clan pemeta,an b1dang/J)(>tens1 , 

dikerjasamakan; 
J:.l meriyysun_prioritas objekya.ng akan clikerjasama.kan; 

~r:-1P1A-,:i~rrm~pet'ill:ah saran terhadap proses pemilihandaerah dan 
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d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama dacrah ; 
c . membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanj.ian kerja 

sama; 
g. memberikan rekomendasi kepa.da Bupati ·untuk penandatanganan 

kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. 
(3) TK.KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pembina : Bupat:i 
b. Pengarah/Penasehat : WaKil Bupati 
c. Ketua : Sekretaris Daerah; 
d . Wakil Ketua J : Kepala Bappeda; 
e. Wakil Kehm Il ; Arusten yang membidangi kerja sama cfacrah; 
f. Sekretaris : Kepala Bagian/ Bidangyang membidangi kerja 

sama d,aeral1.; 
g. Anggota Tetap 1) Kepala Bagian Hukum; 

2) Kepala Bagian Organisasi; 
3) Kepala SKP'D yang men1bidangi keuangan 

dan pengelolaan aset; 
h. Anggota Tidak Tetap 1) Kepala SKPD yang melaksanakan kerja 

sama; 
2) Kepala SKPD yang terkait dengan 

pelaksa.naan kerja sama; 
3) Tenaga ahli/ pakar. 

Pasal 6 

TKKSD dalam melaksanakan tugas sebag~mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dapat membentuk Tim T~s untuk :i:nenyiapkan matei;i. teknis lerhadap objek 
yang akan dikerjasamakan. 

Pasal 7 

Penunjukan tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (3) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal8 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Ketua TKKSD 
sesuai kebutuban. 



) 

• 

BABV 
PEHUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratw'an Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaui-. 

Diundangkan diBintuhan 
pada tanggal /1) f(lef 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA KAUR 

2016 

NANDAR MUN Dl, S .Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 l 004 

~- r 'ti),; 
I• I 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal g 111et 2016 

BUPATI KAU~ r 
~ 

~• HERMEN MALIK 
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Lampiran Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 3 .., T4h u11 
Tanggal: g-r rne1 

A. Kerja Sama Antar Daerah 

l. Pcrsiapan 
a . -Pembentu.)<an TKKSD. 
b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah. 

1) tugas Tim Teknis tercantu.m dalam Keput1.1san Ketua TKKSO. 

2016 
2016 

2) Tim Teknis dibentuk sesuai dengan keJ:>utuhan yang akan 
di.kerjasamakan. 

c. lnventarisasi objek kerja sama yang akan clikerjasarnakan dan menJadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur, berpe.dornan pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah. Daerah (RPJMD) dan Rencana KerjR 
Pcmbangunan Daerah (RKPD} sesuai dengan prioritas yang dit.etapkan. 
Dalam baJ objek kerja sama bclu,m ada dalam RPJMD, ma.lea objek yang 
a:kan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan 
prioritas. 

d. Penyiapan rencana kerja sama: 
1) menyusun rencana kerja sama terbadap ob_jek yang akan 

dikerjasamakan dengan daes:ah lain; 
2) menyiapkan informa si dan data yang lengkap mengenai objek yang 

akan dikerja.sama.kan; da.n 
3) analisis mengenai ma:nfaat dan biaya kerja sama yang ternkur bahwa 

objek kerja i;ama. Iebih ber.manfaat apabi1a dikerjasamakan dengan 
daerah 1ain daripada dikelola sendiri. 

2. PenawaraiJ 
a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan. 
b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan. 
c. Menawarkan objek yang akan dikerj-asamakan melalui surat penawa.ran: 

1) Bupati dengan Gubernur, da!am satu Provinsi atau di luar Provinsi, 
tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, 
Kemcntcrian/ Pinlpinan LPND terkait dan DPRD dari dacrah yang 
menawar.kan . 

2) Bupati dengan 8upati/Walikota dalam satu Provinsi, ternbusan 
suratnya disampaikan kepada Gubemur, Menteri Dalam Negeri, 
Kementeri.an/Pinlpinan LPND terkait cl.an DPRD dari dacrah yang 
n1enawarkan. 

3) Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, 
tembusan suratuya disarnpaikan kepada rnasing-ma.sing Gubemur, 
Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan. LPND t;erkait dan 
DPRD dari daerah yang menawarkan. 

d. Surat penawaran kerja sama daerah paling sedikit memuat: 
1) nbjekyang akan dikerji:is.amakan; 
2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; 
31 bentuk kerja sama; 
4) tahun anggaran dimulainya kerja sama; 
5) jangka waktu kerja sama. 
Dal.am sural penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan dat.a.yang 
dapat berupa kerangka a<--Uan/proposa! objek yang akan 
dikerjasamakan. 

e. Bupati setelah menerima jawaban penawaran rencana kerja sama dari 
d aerah lain dibah.as dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban 

..,..__,_..,__t __ e'""'r t_ulis atas renca.Qa ke rja sama. 
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3. Penyiapan Kesepakatan 
a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing daerah 

segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan 
Bersama. 

b. Kesepakatan 8ersama rnen1pa.kan pokok-pokok kerja sama yang_ 
memuar: 
l) identitas para pihak; 
2) maksud dan tujuan; 
3) oQjek dan ruang ling,kup kerja sama; 
4) benluk kerja sama; 
5) sumber bjaya; 
6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sruna; 
7) jangka waktu berlakunya kesepakat:an bersama, paling lama 12 

bulan; dan 
8) rencana kerja yang memuat: 

a. jangka waktu penyusunan raocangan perjaojian kerja sama 
masing-masing TKKSD yang menipakan tindak lanjut dari 
kesepakatan bersaroa. 

b. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama 
oleh TKKSD masing-masing. 

c. jadwal penandatanganan perjanjian KSAD. 
d. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan 

bersa.ma dan clitandatangani oleh masing-masing kepala daerah. 

4. Penandatanganan Kesepakatan 
a. Kesepakatan bcrsam;:t antar dacrah clitandatangani oleh masing-masing 

Kepala Dae1-ab. 
b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan para pihak dan da,pat disaksikan oleh Menten Dalam Negeri 
clan Menteri/ Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja saxna•. 

5. Penyiapan Perjanjian 
a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja 

sama yang memuat paling seclikit: 
1) subjek kerja sam<l.; 
2) objek ke1ja sama; 
3) ro.ang lingkup kerja sama; 
4) hak: dan kewajiban; 
5) jan.gka waktu kerja sama; 
6) keadaan memaksa/ force majeure; 
7) penyeJesaian perselisihan; drui 
8) pengakhiran kerja sama. 
Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa 
pelaksanaan yang bersifat teknis clitangani oleh Kepala SKPD. 

b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat me:minta 
bantuan pakar /tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri dan Kemente.riao / Lembaga Pemerintah Non Departemen 
yang terkait. 

c. Sete!ah ada kesepakat.an, TKKSD menyiapkan rancangan akhir 
perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masiag-masing daerah memberikan 
paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala 
Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan 
jadwal yang diletapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja 
sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerja 
sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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6. Penandatanganan perjanjian 
a. Perjanjian kerja sama antar dae1·ah ditandatangani oleh Kepala Daerah. 
b. Tempat dan waktu pcnandatanganan pe.rjanjian kerja sama ditetapkan 

sesuai kesepakatan dari para pihak. 

7. Pelaksanaan 
a, Dalam pdaksanaan kerja sa,ma harus memperhatikan rencana kerja 

yang telah clfaepakali. 
b. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya Jebib dari 5 t.ahun dan atas 

persetujuan bersama, dapat <libentuk badan kerja sama daerah. 
c. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerab 

untuk: 
1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evalua.si alas pelaksanaan 

KSAD; dan 
2) membe1ikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah -masing­

masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada 
permasalahan. 

d. Biaya pelaksanaan KSAD dan/ atau Sadan Kerja Sama Daerah menjadi 
tanggungjawab SKPD masing-masing. 

e. Dalam pelaksanaa:n KSAD, dapat dilaku.kan perubahan materi 
perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila 
materi perubahan/adendum me11yebabkan atau mengakibatk.an 
penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan 
pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD. 

f. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan 
memaksa/ force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah 
Rabupaten Kaur yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupat.i 
memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan 
penjelasan mengen ai: 
1) kcadaan mcmaksa//orce majeureyang tcrjadi; dan 
2) hak dari Pemerintah kabupaten Kaur yang telah diterima dan/ atau 

yang tidak bisa diteri.ma sctiap tahun atau pada saat bcra.1¢irnya 
KSAD. 

g. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing 
SKPD yang melakukan KSAD ctibantu oleh badan kerja sama dan dapat 
didampingi oleh tim penilai eksternaJ untuk melakukao inventarisasi dan 
penilaia.o secara finansial terhadap: 
1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkail dengan perjanjian 

KSAD; 
2) kewajiban atau utangyang.menjadi beban KSAD. 

h. Hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD masing-masing. 
1. Terhadap barang bergerak. dan tida~ bergerak dimaksud pada huruf g 

angka 1, pembag:iannya dapat d.ilaksanakan: 
1) dijual kepada para pihak yang melak:ukan KSAD; dan 
2) dijual melalui lelang terbuka. 
Ha.sil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah diku.rangi 
kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkart 
perimbangan bak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD. 

J . Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada l<etua 
DPRD. 

B. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 
I. Kerja sama Daerah dengan Kementerian/LPND 

1. Persiapan 
a. Pembentukan TKKSD. 
b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama an tar dae; ah. I !;;;"!:fl>.RI 1) '"'gas Tim Teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD. 

''~ .__ ____ _ 
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2) Tim Teknis dibentuk scsuai dengan kebutu.han yang akan 
dikerjasamakan 

c. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah r>aerah (RPJ.MD) dan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas 
yang ditetapkan. 

d. DaJam ha! objek kerja saroa beltun ada dalam R PJMD, maka objek 
yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai 
dengan priori t:as. 

e. SKPD yang ak:an melakukan kerja sama dibanm TKKSD menyiapkan 
kerangka acuan/pro_posal dan/atau kajian pra-studi kelayakan 
untuk objek yang aka.n dikerjasamakan, sekurang-kurangnya 
memuat: 
1) latar belakang clan tujuan dari kerja sama; 
2) gambaran lokasi objek kerja sama; 
3) bentuk kerja sa.ma; 
4) rencana awal; 
5) analisis manfaat dan biaya; dan 
6) dampak bagi pembangunan daerah. 

2. Penawaran 
a. Kerja sama daerah dengan Kcmcnterian,/LPND harus diprakarsai 

oleh Pemerintah Daerah. 
b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan. 
c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan ro.elalui surat 

penawaran yang tembusan suratnya disan1paika:n kepada Menteri 
Dalam Negeri, Gubemur dan DPRD Kabupaten. Surat pcnawaran 
kcrja sama dari kepala daerah sekurang-kurangnya memuat: 
a. objek yang akan clikerjasamakan; 
b. manfaat kerja sama terha dap pembangunan daerah; 
c. tahun ahgga.ran dimulainya kerja sama; da.n 
d . jangka wakt1..l kerja sarna. 
Dalam sura.t pcnawanm kerja sama dilampirkan informasi dan data 
dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajjan pra-studi 
kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila dipcrlukao . 

3. Penyiapan Kesepakatan 
a . Setelah Bupati meneriroa jawaban pcrsetujuan rencana kerja saina 

dari Kementerian/LPND, memerintahkan kepada SKPD 1,IDtuk 
membahas bersama-sam;;i dengan TKKSD dan menyusun rancangan 
kesepakatan bersama. 

b. Kesepakatan Bersama merupa.kan pokok-pokok kerja sama yang 
memuat: 
1) identitas parapihak; 
2) maksud dan hijuan; 
3) o~ek dan ruang lirtgkup kerja sama; 
4) sumber biaya; 
5) ta.bun Anggaran dimulainya pela.ksanaan kerja sama; 
6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 

bulan; dan 
7) rencana kerja yang memuat: 

a) tanggal p embahasan bersarna rancangan perjanjian kerja 
sama. 

b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama. 
c) r encana kerja tersebut dijadikan Jampiran dalam Kesepakatan 

bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. 

~;-J "·~~, 
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c. Rancangan kescpa.katan bersama SKPD, dibahas dengan 
Kementerian/LPND dan hasil.t,ya masing-masing piha.k memberikan 
paraf. 

4. Penandatanga1\ Kesepakatan 
a. Kesepakatan bersa.ma daeTah, ditandatanganj oleh Bupati dan 

Menteri/Pimpinan 1,?ND. 
b. Penautlatanganan kesepakatan be1·sama dilaksanakan sesuru 

kesepakatan para pihak. 

5 . Penyiapan Perjanjian 
a. SKPD dibantu TKJ(SD meny.iapkan rancangan Perjanjian Kerja .Sruna 

yang memuat sekurang-kurangnya: 
1 J suhjek kerja sama; 
2) objek kerja sama; 
3) ruang lingkup kerja sama; 
4) ha.k dan.kewajiban; 
5) jangka walctu kerja sama; 
6) keadaan memaksa/ force majeure; 
7) penyclcsaian perselisihan; clan 
8) pengakhiran kerja sama . 
Dalam perjanjian kerja sazna, Bupati dapat menyatakan uahwa 
pelaksariaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD. 

b. Dalam .f(lenyiapkan rancangan mate:ri perjanjian kerja sama, dapat 
mem.inta bantuan pakar /tenaga ahli dao atau berkonsultasi dengan 
Departemen Dalam Negeri. 

c. Set:elah ada kesepa.katan, Th.'KSD menyiapkan rancangan akh.ir 
perjanjian. Ketua TKKSD dan Kementerian/LPND memberikan pa.raf 
pada rancangan perjanjian. 

6. Penandatanganan Perjanjian 
a . Perjanjiau kerja sama dacrah dcngan Departemen/LPND 

ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND. 
b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai 

kesepakatan para pihak. 

7. Pelaksanaan 
a. Dalam pelaksanaan kerja Sama harus memperhatikan rencana kerja 

sama yang telah disepakati. Apabila dalam rcncana kerja sama 
memerlukan pengadaan barang dan jasa ·yang menggunakan APBD 
dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan 
peru.ndang-undangan. 

b. Dalam pelaksanaan perjanj_ian dapat dilakukan perubahan materi 
perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama. 

c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjaili keadaan 
memaksa/force m.ajeure yang mengakibatkan hak Pemerintah 
Kabupaten Ka,ur yang h¥U$ diterima berkurang atau tida.k ada, 
Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai 
deugan penjelasan mengenai: 
1) keadaan roernaksa/ force majeure yang terjadi. 
2) hak Pemerintah Xabupaten Kaur yang tclah diterima dan/atau 

yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhimya 
kerja sama. 

d. 3 ('Nga) bulan sebelum berakhimya perjanjian kerja sama para pihal< 
melakukan inventari.sasi dan penilaian secara finansial terhadap 
hasil .kerja sama. 

e. Hasil kerja sam.a dilaporkan oleb .Bupati kepada Ketua DPRD_ 

-· t¾f'./J. ;JAR,..f-
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B. Kerja Sam.a Daerah dengan Pihak Ketiga 
fl. Kerja Sama Dacrah dengan Badan Hukum 

Ti 
Ulfl I _.__ 

a) Kerja S~ma Daerah dengan Badan Hukum atas Pi·akarsa Daerah 
1. Persiapan 

a. Pembentukan TKKSD. 
b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sarna antar daerah. 

1) tugas Tim Teknis tercantum dalam Keputusan Kema TKKSD. 
2) Tim Teknis dibentuk sesuai dertgan kcb1;1tuhan yang akan 

dikerjasamakan 
c. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati 

n1enugaskan _m~sing-masing Satu~ Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) sesua1 btdang tugasnya w1tu.k melakukan inventarisasi 
objck yang akan dikerjasamakan. 

d. Obje~ y~g akan dikerjas.amakan adalab merupakan urusan yang 
men1adi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman 
pada Rcncana Pembangunan Jangka Menengab Daerah (RPJMD) 
dan Rencana 1<:erja Pembangunan Daerab (RKPD). 

e. Dalam hal objek kerja sama belum .ada dalam RPJMD, maka 
objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantum.kan dalam RKPD 
sesuru dengan prioritas . 

f. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SK.PD yang 
mengusulkan, di.bahas dalarn sidang TKKSD, yang hasilnya 
melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk 
ditetapkan skala prioritas. 

g. Bupati menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab kerja sama, 
dengan tugas: 
1) mempersiapkan kei-angka acuan/proposal/kajian dan atau 

pra-studi kelayakan; 
2) mclakukan sosialisasi rencana kerja sama; 
3) menyiapkan Rancangan Kese.p,ikatan Bersama; 
4) mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama; 
5) menetapkan Tuu Sele.ksi. Tim seleksi bertugas 

menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon 
mitra kerja sama, antara lain melaksanakan: 
a) menyusuo jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan. serta 

lokasi tempat selcksi; 
bl menyiapkan dokwmen prakualifikasi dan dokumen seleksi 

badan hukum calon rnil.r'd. keija sama; 
c) mengumumkan rencana kerja sarna; 
d) menilai kualifikasi. badan hukum calon mitra kerja sa.ma; 
e) melakukan evaluasi penawaran badan bukwn calon mitra 

kerja sama yang masuk; 
Q membu.at laporan mengenai proses dan hasil seleksi; 
g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil scleksi. 
M·asa tugas Tim Seleksi berakbir dengan ditetapkannya 
pemena:ng badan huku:myang menjadi :mitra kerja sama. 
Tim Seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakau 
sekurail.g-kurangnya 3 (tiga) orang yang memabami tata cara 
pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang 
diperlukan. 
Dalam bal kcrja sama tersebut menggunakan dana dari APBD 
maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama 
dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Penmdang­
undangan. 

h. SKPD menyus.un dan ment:1.apkan kerangka acuan kerja sama 
untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi. 
Kerangka acuan kerja sama sekurang-ku,ang11ya memuat: 
1) latar belakarig; 
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2) maksud dan cujuan; 
3) oqjek kerja sama; 
4) bentt.lk kerja sama; 
5) jangka waktu; 
6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan}; dan 
7) sumber daya yang harus dii;ediakan oleh badan hukum. 
Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, Sl<PD dapat 
dibantu oleh Tim'Teknis. 

2. Penawaran 
a. Tim Selek;si mengumumkan rencana kerja sama dengan qadan 

bukum melalui media cetak dan pa:pan pengumuman resmi. lsi 
pengumuinan prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya: 
l) nama dan ala1nat kantor yang mengadakan seleksi; 
2) maksud dan tujuan kerja sama; 
3) obyek dan ruang lingkup kerja sama; 
4) beutuk ke1ja sama; 
5) sumber pembiayaan; 
6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; 
7) tempat, tanggal, hari dan waktu untt.1k pengambilan dokumcn 

prakualifika,;i. 
b. Pengambilan dokumen prakualifLkasi 

Pengambilan dokumen prakualifikasi dirnulai scjak t:anggal 
peng1.1muman sampai dengan satu had sebelum t:,atas akhir 
pemasukan dokumen prakualifika si. 

c. Pcmasukan dokumen pra:kualifikasi 
Batas akhir pemasukarl d0kumen praku~si ditentukan oleh 
Tim Seleksi. 

d, Evaluasi dokumen prak:ualifikasi 
Badan hukum peserta ,seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi 
apabila memenuhi persyaratan, antru·a lain dengan menilai 
kinerja dan bonaliditas badan hukum berdasarkan: 
1) akte pendirian 
2) kedudukan/ alamatperusahaan/LSM/Yayasan 
3) copy anggaran dasar fAD) perusabaan/LSM/Yayasan 
4) referensi bank 
5) cash Jlow da.n laporan. rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bile 

perusahaan), 
6) susunan pimpinan 
7) pengalan1a.t1 kerja/ rekomendai:;i 
8) copy NPWP 
9) infonnasi lain yang menunJang 

e. Pen.etapan basil prakualifikasi 
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja saina, 
yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai 
tertinggi. 

r. Pengumuman hasil prakualilikasl 
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi 
disampaikan ke seluruh badan hukum peserta seleksi den 
diumu.mka;o me.lalui papan pengumuman resmi. 

g. Masa sanggah prakualiflkasi 
Sadan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap 
hasil prakualifikasi dapat mengajukan su_rat sanggahao kepada 
Tim Se!eksi. 

h . Penyampaian undangan. 
Sadan hukum yang auius prakualifikasi diundang 1.1.nluk 
mengambil dokume11. 
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1. Pengarnbilan dokumen seleksi 
Pcngambilan dokumen d:ilalru.kan satu hari setelah dikeluarkan 
undangan sampai dengan satu bari sebelum batas waktu 
pemasukan dokumen seleksi. 
Dokumen seleksi terctiri dari: 
1) surat undangan kepada baclan hukwn calon mitra kerja sama 

yang lulus prakualiftkasi untuk memasukan penawaran kerja 
sama, 

2) kerangka acuan kerja sama yang telah disetujw oleh SKPD, 
3) ketentuan lain yang diperlukan seperti penggqnaan 

barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, 
unsur-unsur penilaian t ermasuk apabil.a ada preferensi 
khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan 
digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh 
badan hukwn. 

J. Penjelasan (Aanwijzing) 
1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sarna 

mengenai segala sesuatu terkait dengan, dokumen seleksi 
badan hukum calon :m.itra kcrja sama di tempat dan waktu 
yang ditentukan, dihadiri oleh badan huk:um calon mitra kerja 
s.ama. 

2) ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada 
saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menolak/ menggugurkan penawai:an. 

3) apabila dipandang pedu, Tiru. Scleksi dapat memberikan 
penjelasan lanjutan dengan cara melak .. lkan peninjauan 
lapangan. 

4) pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain 
termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan 
dituangkan dalam Derita Acara Penjelasan (BAP) yang 
dirandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil 
calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagi.an 
tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum ·calon 
mitra kerja sama. 

k. Pcmasukan dan pembukaan penawaran 
1) metode pemasukan dan cara pembukaan dokumcn 

penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti 
ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan 
hukum cakm mitra kerj_a sama. 

2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat pencrimaan 
dokumen penaw1:1r<1.n yang diterimanya, baik yang dikirim 
langsung atau melalui pos. 

3) pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka 
rapat pembukaan dokurnen penawaran. Pembukaa.n dokum.en 
penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) waldl 

badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai 
saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim Seleksi menunda 
pembukaan sampai waklu tertentu. Apabila sampai waktu 
tertcntu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan 
tetap dilanjutkan. 

b. Tim Seleksi meneliti doku.men penawaran yang masuk, 
memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai 
kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian 
dinilai keabsahannya. 

c. 'Nm Seleksi mencatat selurub proses pembukaan 
penawaran dan memas\.lkannya ke dalam Berita Ac-.ara 
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Pembuk.aan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleb 
Tiro Seleksi dan salah satu wakil peserta. 

I. Evaluasi Penawaran 
l) Tim Seleksi rneJaksanakan evaluasi terhadap semua dok:umen 

penawaran yang masuk cl.an dilampiri surat jaminan 
penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi admini:;;trasi 
teknis, dan biaya berdasarkan kritetia, .metoda dan tata cara 
evaluasi yang tclah ditctapkan dalam dokumen seleksi. 

2) suratjaminan pe,nawaran: 
a) diterbitkan oleh bank umum a.tau perusahaan asuransi 

yang mempunyai progr.am surety bond dan dukungan 
reasu.ransi, 

b) masa berlaku.nyajamioan penawaran tidak berkurang, 
c) nama peserta tercantum dalam surat jaminan, 
d) besa:mya jaminan dicantumkan daJam a:ngka dan huruf. 

m. Penetapan Pemenang 
TiJ:n Seleksi menel:apkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum 
calon mitra kerja sama, dengan peringkat t (pertama) adalah 
penawar yang mempunyai nilni tertinggi, peringkat kedua 
seLerusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga. 

n. Pengumuman Pemenang 
Hasil evaluasi setclah ditctapkan Tim Sclcksi_ disampaikan kepada 
seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman 
resmi. 

o. Masa sanggah 
Tim Seleksi menetapk:a:.n masa sanggah, untuk memberi 
kesempatan kepa.da ha.dan hukum calon mitra kerja sama 
menyampaikan kcbecat.an apabila ada hal-hal dalan1 proses yang 
dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. 

p, Kla.rifika.si dan negosia.ai 
1) setelan masa sanggah bera.khir, Tim Seleksi mengundang 

badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertruna 
untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi, 

2) apabila pada waktu ldarifikasi dan negosiasl dengan perir;igkat 
pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifi.kasi 
dan negosiasi diula.ng untuk peringkat kedua dan seterusnya, 

3) apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang 
scpakat pada saat klarifi.kasi dan negosiasi, maka proses 
seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akbirnya 
diputuskan dengan penunjukan l.angsung 

4) badan hu.kum yang akan diusulkan scbagai pemenang seleksi 
ba.dstn hukum ·ca1on m.itra kerja sama, dllakukan verifikasi 
terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir 
isian kualifikas! dengan mem.inta rekaman atau asli dokumen 
yang sah dan bila pedu dilakukan konftrmasi deng-.m inst:at1si 
terkait. 

q. Surat Penunjuka.n Badan Hukum 
1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk 

ditetapkan dengan surat penunjukan badan bukum sebagai 
pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan 
melampirkao Rerita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 

2) BAHS me.muat laporan hasil pelaksanaan sdeksi, cara 
penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS 
ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi; 

3) BAHS lxnsifal rahasia sampai dengan penandatanganan 
perjanjian kerja sama; 

4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum 
basil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD 

~ ------~ 
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tidak sependapat deagan hasil seleksi yang diusulkan oleh 
Tim Seleksi, maka kepala SK.PD membahas hasil sclcksi 
dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan: 
a. melakukan evaluasi. ulang, 
b. menyerahkan kepulusan akbir kepada Bupati, untuk 

penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. 
Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari 
TKKSD. 

3. Penyiapan Kesepakatan 
a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum basil 

seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama 
deogan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang 
ditanda tangani oleh masi.ng-masing pihak; 

b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang 
memuat: 
1) identitas para pibak, 
2) maksud dan tujuan, 
3) objek dan ruang Iingkup kerja sama, 
4) sumber biaya, · 
5) tabun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama, 
6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 

12 bulan, 
7) rencana kerja yang memuat: 

a. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja 
sama. 

b. jadwal penandatanganan perjanjian. 
c. rencana kerja tersebul dijadikan lampiran dalam 

kesepakatan bersama dan clitandatangani oleh masing­
masing pihak. 

4. Penandatanganan Kesi::pakatan 
a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha 

ditandatangani oleh Oupati dan pimpinan Badan Usaha. 
h. P~nancfat,"lngan:in kesepa.k;itRn bers::ima dilaksanakan sesuai 

kesepakatan para pihak. 
c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pim.pin,an LPND yang terkai1; 
dengan obyek Kerja sama. 

5. Penyiapan Perjanjian 
a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan 

perjanjiao kerja sama. Dalam menyusun ranc;u,gan perjanjian 
kerja sama dapat merilinta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau 
berkonsultasi dt:ngan Depaitemen Da1am Negeri atau 
Kemer,terian Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, 
memuat sekurang-lrura.ngnya: 
1) subjek kerja sama, 
2) objek kerja sama, 
3) ruang lingkup kerja sama, 
4) hak dan kewajiban, 
5) jaminan pelaksanaan kerja sama, 
6) alokasi rt:siko kerja sama, 
7) jangka waktu kerja sama, 
8) larangan pengalihan perjanjian kerja ·sama, 
9) keadaan memaksa/force majeure, 
1 OJ penyelesaian perselisihan, 
11}-pengakhiran kerja sama. 

~ -;;] 
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Dalam pcrjanjian kcrja :sama, Bupati dapat menyatakan bahwa 
pelaksanaan yang bersifat teknis ditang;a.ni oleh Kcpala SKPD. 

b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah 
dan masyaralrot sebelum ditandatangani para pjhak terlebih 
dabulu harus mendapat persetujuan DPRD. 

c. Rancangan pei:janjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD 
kemudian dibcrikan kcpada badan hulrum yang akan menjadi 
mitra kerja sama untuk dipelajari. 

d . Badan hukum yang akan meajadi mitra kerja sama tersebut 
dapat menolak atau mengubah/mengkol·eksi roncangan 
perjanjian kerja sama. 

e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajat maka SKPD 
dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila 
_perubahan/koreksi tersebut sangai: prinsip maka SKPD perlu 
berkonsult:asi dengao TKKSD dan meminta persetujuan kepala 
daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan 
hukum, 

f. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawa.rkan 
kepada badcUJ hukum peringkat kedua untuk menjacli mitra kerja 
sama. 

g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka 
Bupati dapat menawarkao kepada badan hukum peringkat 
ketiga, sebelum diputuska1l untuk melakuka.n penawarim. ulang. 

b. Apabila tidak ada keberatan dari badan hu.kum/calon mitra kerja 
sama, ma.ka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf 
pada rancangan perjanjian kerja sania. 

6. Penandat:anganan Perjanjian 
a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing­

masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan pe.rjanjian 
kerja sama dengan ketentuan: 
1) dalam hal ke1ja sama dipedukan jaininan pelaksailaan kerja 

sama, ma.ka SKPD wajib meminta kepada badan hulrum 
pemenang selcksi; 

2) besamya jaminan pelaksanaan adalah 5°/n dari nilai kontrak 
dan diterbitkan oleh bank um.um; 

3) masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal 
penandatangan perjanjian kerja sama sampai deng.m l 4 bari 
setelah masa pemeliharaan berakhir. 

b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum 
d.itandatangani oleh Bupati dan pirnpinan badatl bukum. 

c. Penandatanganan pcrjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai 
kesepakatan dari para pibak. 

7. Pelaksanaan 
a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama 

sesuai dengan perjanjian kerja sama. 
b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang 

menjad.i kewajiban daera.h dalarn perjanjian kerja sama, 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan 
tidak bettentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
maka Bupati dapat melakukan perub.ahan/adendum atas materi 
perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanji.an disiapkan 
oleh SKPD dengan betkonsultasi kepada TKKSD. 

d . Apabila materi perubahan/ adendum menyebabkan atau 
mengakibatkan penambahan pembcbanao APBD ma,upun 
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masyarakat, ma.lea penambahan pembebanan tersebut harus 
dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD. 

e. Hasil kerja sama pemerintab daerah dengan badan hukum dapat 
betupa uang, surat. berharga, dan aset, atau non material berupa 
keuntungan. 

f. Hasil. kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang 
menjadi ha.le daerab yang berupa uang, harus disetor ke kas 
daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dcngan pera.Luran 
perundangan. 

g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membaya:i: 
kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka 
wa.ktu _pengelolaan clan perobagian keuntungan basil kerja sama 
pengelolaan. 

h. Besaran pem bayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil 
kerja sama pengelolaan ditetapkan dari basil perhitungan tim 
yang dibentuk oleh TKKSD. 

i. Dalam ha! pemerintah daerah mcmutuskan bahwa pengelolaan 
objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui 
kerja sama dengan badan hukum, ma.lea 6 (enam) bulan sebelum 
perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi 
sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam Peraturan 
Bupatiini. 

J· Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila 
selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai 
prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut 
dapat iusentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nifai 
sendiri. 

k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini 
dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. 

1. Bada.i1 hukum temp harus mengikuti proses seleksi sebagaimana 
diatur dalam petunjuk teknis ini. 

b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum .at:as Prakarsa Badan HU:kum 
1. Persiapan 

a. pernbentukan TKKSD; 
b. TKKSD mcmbentuk 1'irn Teknis kerja sama antar daerah. 

1) tugas Tim Teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD . 
2) Tim Teknis dibentuk sesuai dengan kcbutuhan yang akan 

dikerjasama.kan 
c. Bupati meneri.ma usulan kerja sama dari badan hulrum. Objek 

kerja same yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidal< 
termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah; 

d . Bupati selanjutnya menugaskan TKKSD untuk mem.bahas dan 
mengevaluasi usulan kcrja sama dari badan hukum tersebut. 

e. apabila dipandang perlu TKKSD alas nama Bupati dapat 
mengundang badan hukum tersebµt untuk menjelaskan rencaoa 
kerja sruna yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum 
lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan 
pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan. 

f. dalam rnelakukan eval·uasi atas usulan rencana kerja sama 
tersebut, T.KKSD perlu mempertimbangkan: 
1) kesesualan dengan rencana pembangunan jangka menengab 
2) nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; 
3) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah; 
4) keterkaitan antaI sektor infrastruktur dan antar v1ti.layah; 
5) kelaya.kan biaya dan manfaamya; 
6} clampak terhadap pembangunan dacrah. 
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g. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati. Apabila, 
hasil evaluasi menunjukan bahwa usulan kerja sama tersebut 
memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum 
pemprakarsa menyampa:ikan Pemyataan Minat (Letter of lnttmt) 
kerja sarna d.engan pemerintah daerah. Isi pernyataan. minat 
antara lain memuat: 
11 menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan pelaya.nan publik melalui kerja sama, 
2) kcsanggupan tundu.k pada ketentuan yang berlaku dalam 

proses pt:laksanaan kerja sama, 
3) kesanggupan Lmtuk mernenuhi ketentuan teknis dan 

keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama. 
h. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf d, pada 

waktu yang bersamaan Bupati: 
1) dapat menugaskan masing-masing SKPD sesuai bidang 

tugasnya untuk mcla.lrukan inventarisasi dan mengusulkan 
objek yang akan dikerjasamaka.n. 

2} objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan 
yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Mencngah 
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerab 
(R.KPD). , 

3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, rnaka 
objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam 
RKPD sesuai dengan prioritas. 

4) hasil i.nventarisasi objek lrerja. sama dari SKPD yang 
rnengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang ha,silnya 
me)aJui oleh.J(etua TKKSD disampaikan kepada Bupati 'untuk 
ditetapkan skala prioritas. 

1. Bupati menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek 
kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab. Tugas SKPD 
penanggwi.g jawab adalah: 
1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau 
2) pra-studi kelayakan; 
3) melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 
4) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sarna; 
5) menetapka.n Tim Seleksi. 

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan 
badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain 
ml:l'laksanakan: 
a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta 

lokasi tempat seleksi; 
b . men:yiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi 

mitra kerja sama; 
c. mengumumkan rencana kerja sama; 
d. menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sarna; 
e. rnelakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra 

kerja sama yang masuk; 
f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; 
g. mengusulkan penet.apan badan hukum hasil seleksi. 
Masa tugas Tim Sele~si berakhir dengao ditetapkannya badan 
hukum yang menjadi mitra kerja sama. 
Tim Seleksi berjumlB.h gasaJ (ganjil) dan beranggqtakan 
sekurangnya 3 (tiga) orang yang memaha:mi tata cara 
pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang 
diperlukan. 
Dalam ha! kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD 
maka perdn dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama 
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dengan Panitia Pengadaan sesu.ai Peraturan Perundang­
Undangan. 

j. SKPD menyusun dan menetapkian kerangka acuan kerja sama 
untuk dijad.i.kan acuan oleh Tim Seleksi. 
Kerangka acuan ker:ia sama sekurang- kurangnya mcmuat: 
1) latar bela.kang; 
2) maksud dan tujuan; 
3) ·objek dan ruang lingkup kerja sama; 
4) bentuk kerja sama; 
5) jangka waktu; 
6) analisis manfaa.t daa. biaya (pra stud.i kelayakan); 
7) sumberdaya yang ha.rus disedi.akan oleh badan hukum. 

Untuk menyusun kenmgka acua.n kerja sama, SKPD dapat 
dibantu oleh Tim Tek:nis. 

2 . Penawaran 
a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama d.engan badan 

huku.m melalui media cetak clan papan pengwnuman resmi. lsi 
pengumuman ·prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya; 
1) nama dan ala.mat kantor yang akan mengadakan seleksi; 
2) maksud dan tujuan kerja sama; 
3) obyek dan ruang lingkup kerj-a sama; 
4) bentuk kerja sama; 
5) sumber pembiayaan; 
6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; 
7) tempat, tanggal, hari dan wak-tu untuk pengambilan dolcumen 

prakualifikas1. 
h Pengambilan dokumen prakualifikasi 

PengambiJan dokumen prakuali.fi.kasi dimulai sejak tanggal 
pcngumuman 1:,ampa.i dcngan &a.tu hari 1:>cbclum bata1:> akhir 
pemasukan dokumen pr.akualifikasi. 

c. Pemasukan doku1nen prakl1alifikasL 
Batas ak.hir pemasukan dokumen pr;-1kualifikasi d.itentukah oleh 
Tim Se!eksi. 

d.. Evaluasi dokumen prakualifikasi 
Sadan hukum peserta seleksi dioyat:akan lulus prakualifikasi 
apabila memenubi persyaratan, anta.ra lain dengan menilai 
kine1ja da.n bouafiditas badan hukurn berdasarkan; 
1) akte pendirian, 
2) kcdudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan, 
3) copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan, 
4) refereosi bank, 
5) cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (biJa 

pen1sahaan), 
6) susunan pimpinan {Din:ksi, Kcimisa,ris, dsb), 
7) pengalaman kerja/rekomendasi, 
8) copy NPWP, 
9) informasi lain yang menunjang. 

e. Penetapan .hasil prakualifilrosi 
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, 
yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum -yang mempunyai nilai 
terti.nggi. · 

f. Pengumuman hl;lSil prakualifikasi 

'·' 

Hasil prakualifi.kasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi 
disampaikan kese1uruh badan hulcum peserta seleksi dan 
diumumkan melalu.i pa.pan pengumuman resmi. 
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g. Masa sa...T1ggah prakualifikasi 
Badao hukum pes.erta seleksi yang merasa keben1.tan terhadap 
hasil prakualifikasi dapat mcngajukan surat sanggahan kepada 
Tim Seleksi. 

h. Penyampaian undangan 
Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum 
pemprakarsa kerja sama dan telah menyampaikan . pe:°yataan 
minat (Letter of lnten4· diundang untuk mengambil dokumen 
seleksi. 

1. 

j. 

Pengambilan do.kumen seleksi 
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dik.t:luarkan 
undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu 
pemasukan dokumen seleksi. 
Dokumen seleksi terdiri dari: 
1) surat undangao kepada badan hukum calon mitra kerja sama 

yang lulus prakualifikasi dan pemprakarsa untuk memasukan 
penawaran kerja sama, 

2) kerangka acuan kcrja sama telah disetujui oleh SKPD, 
3) ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan 

barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harg~ 
unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferens1 
khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan 
digunak.an, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh 
badan hukum. 

Penjelasan (Aanwijzing) 
Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama 
mengena.i segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan 
hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang 
ditent:uka.n, dihadiri oleb badan hulrum calon mitra kerja sama. 
Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja ~a pad1:1. saat 
penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menolak/ mengi,,ugurkan penawaran. 
Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan 
penjelasan lanjutan dengan cara me1akukan peninjauan 
lapangan. 
Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan. lain 
termasuk pertanyaan, tanggapan dan tiajauan lapangan 
dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang 
ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon 
mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagjan tidak 
terpisabkan dari dokumen selcksi badan hukum calon mitra kerja 
sama. 

k. Peroasukan dan pembukaan penawaran 
Metode pemasukan clan cara pembukaan dokumen penawaran 
dari calon mitra ke1:ja sama harm, mengikuti ketentuan yang 
di.persyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra 
kerja sama. 
Tim Seleksi mencatat waktu, tangga1 dan tempat penerimaan 
dokumen pena.waran yang diterimanya, baik yang dikirim 
lan.gsut1g atau melalui pos. 
Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka 
rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen 
pen.awaranyang masuk dilaksanakan sebagai berikut: 
I) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya l (satu) wakil 

badan hu.kum calon mitra, ~erja sama yang hadir sebagiu 
saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim Seleksi menunda 
pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu 
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tertentu tetap tidak ad1:1 yang haclir, ac.tra pembukaan tetap 
dilanjutkan; 

2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang u;iasul\'., 
memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai 
ke.lengkapa:n doku.men. penawaran, un tuk kemudian dinilai 
keabsahannya; 

3) Tim Se.leksi menc:atat seluruh proses pembukaan penawaran 
dan mcmasukannya ke dalarn BeriLu Acara Pembukaan 
Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan 
salah satu wakil peserta:. 

1. EvaJuasi Pcnawaran 
1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi lerhadap semua dokun1e11 

· penawar-an yang masuk dan dilampiri surat jaminan 
penawaran. Evaluas.i tersebut meliput.i evaJuasi administrasi 
reknis, dan biaya berdasarkan kri teria, metode dan tata cara 
evaluasiyang telah ditetapkan da larn dokurnen seleksi. 

2) Dalant evaluasi pcnawar/ill, badan hukum yang memprakarsai 
kerja sama yang telah clibuktikan su.ral pemyataan minat 
iLetter of Intent) 1nenjadi salah satu kelengkapan dalam 
dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut 
diberikan kompensasi/insentiI dalam bentuk: 
a. pemberian tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh 

perscn) dari nilai pcmprakarsa; 
b. pembelian prakarsa kerja sama tennasuk hak kekayaan 

intelektuaJ yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang 
seleksi; 

c. besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian 
ditetai,:>kan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan i,:>enilai 
independen, sebelum proses selcksi; 

d. ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus 
tercantum da\am dokumen seleksi badan hukl.lm c:alon 
mitra kerja ~a dan diumumkao secara terbuka pada 
saat penawaran umum. 

m. Penetai,:>an Pemenang 
Tim Seleksi menetap.kan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum 
calon mit.ra ke.rja sarna, dengan peringkat l (pertama) adalah 
penawar yang mempunyai o.ilai tertinggi, peringkat kedua 
seterusnya mempunyai nilai tertinggi kcdua dan ketiga. 

n. Pengumuman Pemenang 
Hasil evaluasi setelab ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada 
scluruh pesert.a ·dan diumumk.an melaJui papan pengumuman 
resmi. 

o . Masa sanggah 
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi 
kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama 
menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dala.m proses 
seleksi yang diangga.p tidak sesuai dengao. ketentuan. 

p. Klarifikasi dan negosiasi 
I) setelah masa sanggah bcrakhir, Tim Sele,ksi mengundang 

badan hukum calon mitrd. kerja sama peringkat pertama 
untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi 

2) apabila pada waktu lklarifikasi dan negosiasi dengan peringkat 
pertama tidak terca.pai kesepakatan maka proses kla:rifikasi 
dan negosiasi diu lang untuk peringkat kedua, dan seterusnya. 

3) apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang 
sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses 

_ s·eleksi diulang sebanyak dua kali, sebell.\il akhi.rnya 
P.1,-o .. c~ .. Hl<ALJl'ATE~KAUR I d.iputuskan den·gan·penunu\1kan langsung 
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4) badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi 
badan hukuro calon mitra kerja sama, dila.kukao, verifikasi 
terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formu1ir 
isian kualifikasi dengan meminta rekaman ata1.l asli do.h.'1.lmen 
yang sah dan bila perlu dilaku,kan konfinnasi dengan instansi 
terkait. 

q. Surat Penunjukan Badan Hukum 
1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk 

ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai 
pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan 
melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 

2) BAHS memuat laporan hasil pclaksanaan seleksi, cata 
penilaia.11, dan penetapan urutan pemenang. BAHS 
ditandatangani oleh Ketua dan semua anggqta Tim Seleksi. 

3) BAHS bersifat rahasia sarnpai dengan pe11andatanganan 
perjanjian kerja sama. 

4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum 
sebagai mitra kerja sam.a, apabila kepala SKPD tidak 
sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim 
Seteksj, maka Kepala SKPD membahas hasiJ seleksi dengan 
Tim Seleksi untuk ·mengambil keputusan dengan: 
a) melakukan evaluasi ulang; dan 
b) menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk 

penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. 
Dalam memutusk.an, Bupati dapat meminta pendapat dari 
TKKSD. 

Penyiapan Kesepakatan 
a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil 

seleksi, memerintahkan kcpada SKPD untuk bersama-sama 
dengan TKKSD dan menJ1.lSUD kcsepakatan bersama yang 
ditanda tangani oleh masing-masing pihak. 

b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang 
memuat: 
1) identitas para pihak; 
2) maksud dan tujuan; 
3) objek dan ruang lingkup kerja sama; 
4) bentuk kerja sarna; 
5) sumber biaya; 
6) tahun anggara.n dimuJainya pelaksanaan kerja sama; 
7} jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 

12 bulan, dan 
8) rencana kerja yang mernuat: 

a. tangga.1 pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja 
i:;ama, 

b. jadwal penandatanganan perjanjian, 
c. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam 

kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing­
masing pihak. 

4. Penandatanganan Kesepakatan 
a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha 

dit.andatanga11i oleh Bupatj dan pimpinan badan usaha. 
b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai 

kesepakatan. para pihak. 
c. Penandatanganan kesepal<atan bersama dapat disaksikan oleh 

____ ..,.~enteri Dalam Ncgcri dan Menteri/ pimpinan LPND yaug tcrkait 
" "; .,m,.-.u<leng· an obyek keQa :sama 
1l1Jl(iJM · · 
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5 . Penyiapan Perjanj.ian 
a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan 

perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian 
kerja slilila dapal mem.inta bantuan pakar/tenaga ahli da-n .ttau 
berkonsu1tasi dengan Departemen Dalam Negeri atau 
Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, 
mernuat sekurang-kura.ngnya: 
l) subjek kerja sama; 
2) objek kerja sama; 
3) ruang lingkup kerja sama; 
4) hak dan kewajiban; 
5) jaminan pelaksanaan kerja sama; 
6) alokasi resiko kerja sama; 
7) jangka waktu kerja sama; 
8} larangan pengaliha..n perjanjian kerja sama; 
9) keadaan memaksa/force rnajeu.re; 
10) penyelesaian perselisihan; dan 
1 l) peogakbiran kerja sama. 
Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa 
pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD . 

b. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani dacrah 
dan masyarakaL sebelum di tandati,tngani para pihak terlebih 
dahu1u harus mendapat persetujuan DPRD. 

c. Rancangan perjat)jian kerja sama yang telah disetujt.1i oleh DPRD 
kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi 
mitra kerja sama untuk dipelajari. 

d. Badan bukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebtit 
dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan 
perjanjian kerja sama; 

e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD 
dapat langsung rnenyetujuinya. Akan tetapi bila 
perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perh.1 
berkonsu1tasi dcngan TKKSD dan meminta persetujµan Bupati 
yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan 
hukum. 

f. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan 
kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja 
Sama. 

g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka 
Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat 
ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan peQawa.ran ulang. 

h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja 
sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf 
pada rancangan perjanjian kerja sama. 

6. Penanda:tanganan Perjanjian 
a. Setelah rancangan petjanjian kerja sama diberi paraf masing­

masing pihak, SKPD 1nenyiapkan penandatanganan perjanjian 
kerja sama, dengan ketentuan: 
l) dalam hal kerja sama dipcrlukan jaminan pelaksanaan kerja 

sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum 
pemenang seleksi calon mitra kerja sama; 

2) besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari 
nilai kontra.k dan diterbitkan oleh bank umum; 

3) masa berlakunya jaminan adaJah stjak tanggal 
penandatangan perjanjian kerja, sama sampai dengan l4 
(empat belas) hari setela h masa pemeliharaan berakhir. 



• • 

• 

• 

• 

b. perjanjian kerja $8.Jna daerah den 
ditandatangani oleh bupati dan pimpinan b 

c. penandatanganan perjanjian kcrja sama 
kesepakatan dari para piha.k. 

7. f>elaksanaan 
a. Para pihak bertanggung jawab atas pet; 

sesuai dengan perjanjian kerja sama. 
b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan 

menjadi kewajiban daerah dalam per 
cillaksa.nakan sesuai dcng-dn peraturan pen 

c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama. ada 
tidak bertentangan dengan peraturan 
maka Bupati dapat melaku.kan perubahan, 
perjanjian kerja sama. 

d. Materi peruhahan perjanjian disiapkan 
berkonsultasi kepada TKKSD. 

e. Apabila materi perubahan/adendum 
mengalcibatkan penambahan pembebanan 
maka penambahan pem.bcbanan tersebt 
persetujuan DPRD. 

f. Hasil kerja sama Pemerintah Da.erah denga: 
berupa uang, surat berharga, dan aset, ata, 
keuntungan. 

g. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud 
menjadi hak daerah yang berupa ua.ng, 
daerah sesuai dengan peraturan perundang 

h. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja i 
kontribu.si ke rekening kas daerah setiap 
waktu _pengelolaan dan pembagfan keuntu1 
pengelolaan. 

1. Besa.ran pemb.ayaran kontribusi dan pemba 
kerja sama pengelolaan ditetapkan dari l 
yang dibentuk oleh TKKSD. 

J, Dalam bal pemerintah daerab memutusk~ 
objek kcrja sama sclanjutnya akan dilaki 
kerja sa.p-ia dengan badan hukum, maka 6 
perjanjian kerja sama berakhir, perlu dili 
sesuai dengan tata cara kerja sama yang c 
teknis ini. 

k. Bagi badan hukum yang menjadi mitra 
selama pengelolaan yang sedang berjala 
prestasi dan kinerja yang baik, maka b~ 
dapat insentif tambahan nilai setinggi-tir. 
persen) dari nilainya sencliri. 

I. Penilaian kinerja terbadap badan hukum 
clilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk ol 

BUl 

~-HEF -
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